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Indonesia Tahun 2008 Nomor 102)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Dewan
Nasional Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 144)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Komisi
Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 113).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi
Kepolisian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 63).
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 67).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Unit
Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite
Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 32).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2012 Tentang Badan
Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 202).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Lembaga
Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 223).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2014 Tentang
Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik
Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi
Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan
Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen
Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur
Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 373).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 21).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Kantor Staf
Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 184).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan
Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1).
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja
Presiden Pembinaan ldeologi Pancasila (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 101).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan
Pembinaan ldeologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 17).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1994 Tentang
Pengelolaan Masjid Istiglal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 56).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1999
Tentang Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1999 Tentang Dewan
Penerbangan Angkasa Nasional Republik Inonesia. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 Tentang Dewan
Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 221).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 1999 Tentang Komite
Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 109).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Komisi
Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 56).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2000 Tentang Badan
Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan
Pemukiman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 79).

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Kawasan Pembangunan
Ekonomi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 80).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Dewan
Gula Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 122).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Komite
Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 71).
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Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 Tentang Komite
Akreditasi Nasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2001 Tentang Komite
Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 73).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90).

Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 Tentang Dewan Ketahanan Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Komite
Pengamanan Perdagangan Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 97).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 133).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
54).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Unit Kerja
Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 54).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Dewan
Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 213).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Badan
Koordinasi Penataan Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 173).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Dewan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Komite
Privatisasi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 56).



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) DALAM PERSPEKTIF LEMBAGA NON
STRUKTURAL DAN SISTEM

}éETIATANEGARAAN DI INDONESIA (Studi Perubahan Kelembagaan Unit Kerja Presiden Pembinaan
Ideologi

UNIVERSITAS pancasila Menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)

GADJAH MADA | ABIB MUTTAQIN, Andy Omara, S.H., M.Pub&amp;Int.Law., Ph.D

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor PER-0342.J/
MENPORA/IX/2009 Tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia
(BOPI).



